BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis
menyimpulkan bahwa pengupayaan perlindungan dan pemulihan korban
dapat dibantu oleh aparat penegak hukum dan diperkenankan untuk
mendapatkan pendampingan selama proses peradilan, akan tetapi bentuk
perlindungan hukum sebagai pemulihan utama bagi korban kekerasan
seksual berbasis elektronik khususnya Revenge Porn ialah asas “Right to
be Forgotten” atau konsep hak untuk dilupakan, di berbagai negara telah
menjalankan dengan baik konsep “Right to be Forgotten”. Indonesia
telah mengimplementasikan asas “Right to be Forgotten” di berbagai
peraturan perundang-undangan, seperti dalam dalam Pasal 26 Ayat (3)
UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 18 UU No.44 tentang
Pornografi dan Pasal 46 Ayat (1) UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual. Mekanisme pelaksanaan konsep “Right to be
Forgotten” diserahkan dengan penuh kepada Kementerian Komunikasi
dan Informatika, aparat penegak hukum dan juga lembaga layanan seperti
Komnas Perempuan hanya memiliki wewenang untuk melaporkan adanya

kasus yang terindikasi sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik
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kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui surat-

menyurat.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum dan lembaga bantuan hukum lebih peka dan
menyadari pentingnya pendampingan yang baik dan komprehensif
kepada korban kekerasan seksual, Pentingnya pelatihan kepada aparat
penegak hukum sebagai garda terdepan bagi korban untuk menghadapi
laporan dan penanganan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik.

2. Pemerintah Indonesia menyediakan dan mengembangkan layanan
konseling untuk penanganan korban Revenge Porn sebagai bentuk
kekerasan seksual berbasis elektronik dengan cepat yang
membutuhkan penghapusan konten sesegera mungkin dan tidak perlu
melalui gugatan terlebih dahulu, hal ini untuk meminimalisir adanya
penyebaran atau pengaksesan konten kembali oleh masyarakat.

3. Edukasi kepada masyarakat mengenai perlindungan data pribadi untuk
tidak mengambil atau menyebarkan foto/video orang lain tanpa izin,
sumber daya manusia di Indonesia juga perlu diberi edukasi mengenai
etika dalam bermedia, korban Revenge Porn sebagai bentuk kekerasan
seksual berbasis elektronik kerap sekali dihujat dan dipandang rendah
akibat tersebarnya konten asusila tersebut, bahkan konten tersebut
kerap di unggah kembali atau di unduh oleh masyarakat untuk
penyimpanan pribadi. Hal ini yang menyebabkan kurangnya dukungan

kepada korban dan membuat luka baru yang lebih besar kepada
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korban, masyarakat sudah sepatutnya paham dan bijak dalam
menghadapi adanya kasus Revenge Porn sebagai bentuk kekerasan
seksual berbasis elektronik, masyarakat dapat membantu korban untuk
melaporkan dan menyuarakan pencegahan-pencegahan kekerasan

seksual.
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